KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang
Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang — undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Pangkajene dan Kepulauan telah menvempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah — daerah tingkat Il di Sulawes: (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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2. Undang-Undﬁng Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang — undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Kedua dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 10),
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016
Menetapkan
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp 1.359.454.373.000,00
2. Belanja Rp 1.385.879.551.938,00
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp (26.425.178.938,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 27.125.178.938,00
b. Pengeluaran Rp 700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Metto Rp 26.425.178.938,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp =
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 154.595.537.920,00
b. Dana Perimbangan Rp 1.094.275.812.380,00
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 110.583.022.700,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 72.835.110.395,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp 61.371.320.025,00
c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10.000.000.000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 10.389.107.500,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 35.520.958.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp 701.629.223.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp 357.125.631.380,00

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Pendapatan Hibah Rp 1.040,000.000,00
b. Dana Bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 40.465.065.260,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Rp 49.093.75%.000,00
d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp 19.984.198.440,00
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung Rp 689.826.958.423,48
b. Belanja Langsung Rp 696.052.593.514,52
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdin dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai Rp 619.841.840.338,48
b. Belanja Bunga Rp 30.000.000,00
c. Belanja Subsidi Rp .
d. Belanja Hibah Rp 5.865.130.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.949.500.000,00
f. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsifKab. Dan Pemerintah Desa Rp 61.140.487.585,00
h. Belanja Tidak terduga Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ;

a. Belanja Pegawai Rp

b. Belanja Barang dan Jasa Rp

c. Belanja Modal Rp
Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp
b. Pengeluaran Rp
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35.181.547.991,00
250.570.530.308 46
410.300.515.215,G6

27.125.178.938,00
700.000.000,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdini dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumiah : Fp 27.125.178.938,00
b. Pencairan dana cadangan sejumilah :

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah : Rp _
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumiah : Rp =

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp .

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 600.000.000,00

c. Pembayaran utang pokok sejumiah Rp 100.000.000,00

d. Pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercy, jeantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

Lampiran | Ringkasan APBD;

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan rhrﬂbiaywﬁaﬂn"
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan }

”Egl’a'ta't\i ;Fvél“;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah D‘ﬂtiih dan

-

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
Lampiran VII Daftar piutang daerah
H. Lampiran VI Daftar penyertaan modal (invetasi) daerah
Y. Lampiran [X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah

1) Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain - lain
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11. Lampiran Xl Daftar Kegia.an — kegiatan tahun anggaran sebciumnya yang belum diselesaikan dan diar
kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadanagan daerah; dan

13. Lampiran XIlIDaftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Pasal 6

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanje

sebagai landasan operasional pelaksanaan,
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanny

Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

A KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULALANTAHUN 2015 NOMOR {2
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